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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk 

mewujudkan proses pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi diri serta 

keterampilan. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai proses pembelajaran bagi peserta didik 

untuk mengerti dan bisa membuat manusia berpikir kritis. Oleh karena itu pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk membangun sebuah negara. 

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam 

agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya 

yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, 

sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak 

setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas 

hidup bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, kemajuan 

dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan suatu bangsa, akan tetapi pada 

kenyataannya di Indonesia masih banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah, hal ini 

dikarenakan mahalnya biaya pendidikan dan juga karena rendahnya kesempatan pemerataan 

pendidikan. Untuk itu pemerintah terus berusaha memperbaiki kualitas sistem pendidikan di 

Indonesia seperti salah satunya dengan melakukan perbaikan pada sistem Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) dengan membuat Kebijakan Sistem Zonasi. 

 Kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem 

pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya 

penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat 
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dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan 

tersebut. Kebijakan sistem zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) nomor 51 tahun 2018, Tujuan dibuat kebijakan ini adalah  

      1.  Untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. 

2.  Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia 

sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang 

dan jenis sekolah secara obyektif, akuntable, transparan, dan tidak diskriminatif. 

3. Untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu 

pendidikan. 

Meskipun tujuan utama dibuatnya kebijakan sistem zonasi ini  baik yaitu untuk 

meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia akan tetapi masih ada pro dan kontra (setuju  

atau ketidaksetujuan), ada orang tua siswa yang setuju dengan kebijakan sistem zonasi ini 

karena jarak rumah mereka dekat dengan sekolah sehingga jika anak mereka masuk 

kesekolah tersebut maka bisa menghemat biaya ongkos sekolah. 

          Orang tua siswa juga banyak yang tidak setuju karena anaknya bernilai tinggi pada 

nilai raport maupun nilai Ujian Nasional (UN) namun terganjal jarak pendaftaran untuk 

sistem zonasi, sehingga anaknya tidak bisa masuk di sekolah yang diimpikan. Para calon 

peserta didik juga banyak yang mengeluh karena tidak bisa masuk ke sekolah yang mereka 

inginkan karena jarak rumah dan sekolah yang tidak memenuhi kriteria persyaratan. 

        Selain itu kebijakan sistem zonasi juga masih banyak kekurangan pada pelaksanannya 

seperti ada juga orang tua siswa juga banyak yang menitipkan anaknya di KK (Kartu 

Keluarga) saudara yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut, sehingga bisa diterima di 

sekolah yang mereka inginkan, kurangnya transparansi dari pihak sekolah mengenai kouta 

penerimaan zonasi yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat, berapa kuota penerimaan 
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rombongan belajar (romber) serta berapa daya tampung tiap sekolah itu biasanya sekolah 

tidak memberitahukan dengan jelas. 

Hal ini juga yang bisa menimbulkan kecurangan bagi sekolah dan oknum-oknum 

tertentu yang memanfaatkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini sebagai bahan bisnis 

mereka, biasanya guru, wakil kesiswaan / panitia PPDB bisa membantu agar calon siswa 

bisa masuk ke sekolah tersebut, tetapi hal ini dengan cara membayar sejumlah uang, hal ini 

seharusnya tidak boleh terjadi karena sama saja dengan kasus suap menyuap atau korupsi, 

kebijakan sistem zonasi juga masih kurang sosialisasinya hal ini dapat dilihat karena orang 

tua siswa belum mengetahui seperti apa persyaratan penerimaan PPDB sistem zonasi 

tersebut. 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik baru kelas 10 

(sepuluh) SMA atau SMK untuk bisa mendaftar sekolah melalui jalur zonasi berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 BAB 

II, pasal 9 adalah sebagai berikut : 

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 

2. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang 

sederajat. 

3. Memiliki surat hasil ujian nasional (SHUN) SMP) atau bentuk lain yang 

sederajat. 

4. Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua. 

5. Data nilai rapor. 
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 Tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi adalah sebagai 

berikut : 

1. Calon peserta didik mendaftar secara online di web PPDB SMA Sumatera 

Selatan, yaitu https://sumsel.siap-ppdb.com dengan memilih sekolah yang dituju 

dan memasukkan nomor USBN, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan 

(NIK), sekolah asal, dan alamat lengkap sesuai dengan yang ada di Kartu 

Keluarga (KK). 

2. Kartu keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah 

setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah 

berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkanya surat keterangan 

domisili. 

3. Calon peserta didik hanya boleh mendaftar satu  sekolah saja, sistem akan 

menolak jika mendaftar lebih dari satu sekolah. 

4. Selanjutnya calon peserta didik mendaftarkan secara langsung ke sekolah yang 

dituju dengan membawa bukti print out pendaftaran online dan fotokopi KK. 

5. Panitia PPDB melakukan verifikasi alamat calon peserta didik dan memberikan 

nomor pendaftaran. 

6. Setelah itu sistem aplikasi PPDB akan merekam titik koordinat alamat calon 

peserta didik yang telah diverifikasi dan mengukur jaraknya dengan titik 

koordinat sekolah. 

 Sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah calon peserta didik 

dengan sekolah yang diinginkan agar tidak ada lagi diskriminasi di sekolah-sekolah favorit 

dan juga mempermudah siswa untuk mendapatkan sekolah yang dekat sesuai jarak rumah 

mereka sehingga tidak ada lagi siswa yang datang telat ke sekolah. 

https://sumsel.siap-ppdb.com/
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Berikut ini merupakan skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan 

pendidik yang diplih. 

Tabel 1. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru Terhadap Satuan 

Pendidikan 

No Jarak Tempat 

Tinggal (meter) 

Skor  No Jarak Tempat 

Tinggal (meter) 

Skor 

 1. 0000-1000 400  8. 7001-8000 225 

2. 10001-2000 375  9. 8001-9000 200 

  3. 2001-3000 350  10. 9001-10000 175 

4. 3001-4000 325  11. 10001-11000 150 

5. 4001-5000 300  12. 11001-12000 125 

6. 5001-6000 275  13. 12001- ~ 100 

7. 6001-7000 250  

 

           Sumber: Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Kota Palembang Tahun Pelajaran 

2019-2020 

Pada tabel 1. menunjukkan skor jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan 

satuan pendidikan, jika jarak antara tempat tinggal calon anggota lebih dekat maka semakin 

besar juga peluang untuk masuk ke sekolah yang akan dituju.  

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 22 Kota Palembang merupakan salah satu SMA 

Negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di jalan Kelapa Gading Perumnas 

Talang Kelapa, SMA Negeri 22 Kota Palembang ini didirikan pada bulan mei tahun 2010, 

sekolah ini telah mendapatkan akreditasi ‘A’ dan juga merupakan sekolah Adiwiyata atau 

sekolah terbersih yang ada di Kota Palembang. 
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Di SMA Negeri 22 Kota Palembang tahun ajaran 2019-2020 untuk kebijakan non zonasi 

juga masih memiliki jalur lain yakni jalur PMPA atau prestasi paling banyak 5% (Lima 

persen) dari daya tampung sekolah, 5% (Lima persen) berdasarkan jalur perpindahan tugas 

orang tua, 40% (Empat puluh persen)  melalui jalur tes potensi akademik, sistem zonasi di 

SMA Negeri 22 hanya diterapkan sebesar 50% (Lima puluh persen). 

Tabel 2. Daya Tampung PPDB SMA Negeri Di Kota Palembang Tahun  

Pelajaran 2019-2020 

No Kabupaten/ Kota Nama Sekolah Jumlah Rombel Daya Tampung 

1.  Palembang SMAN 2 Palembang 8 288 

2.  Palembang SMAN 3 Palembang 12 432 

3.  Palembang SMAN 4 Palembang 11 396 

4.  Palembang SMAN 5 Palembang 10 360 

5.  Palembang SMAN 6 Palembang 10 360 

6.  Palembang SMAN 7 Palembang 9 324 

7.  Palembang SMAN 8 Palembang 10 360 

8.  Palembang SMAN 9 Palembang 8 288 

9.  Palembang SMAN 10 Palembang 12 432 

10.  Palembang SMAN 11 Palembang 10 360 

11.  Palembang SMAN 12 Palembang 8 288 

12.  Palembang SMAN 13 Palembang 9 324 

13.  Palembang SMAN 14 Palembang 8 288 

14.  Palembang SMAN 15 Palembang 8 288 

15.  Palembang SMAN 16 Palembang 8 288 

16.  Palembang SMAN 18 Palembang 10 360 

17.  Palembang SMAN 19 Palembang 12 432 

18.  Palembang SMAN 20 Palembang 8 288 
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19.  Palembang SMAN 21 Palembang 10 360 

20.  Palembang SMAN 22 Palembang 9 324 

Total 190 6840 

 

Sumber : Petunjuk teknis PPDB SMA Negeri Kota Palembang Tahun Pelajaran 2019-2020 

Tabel 2. Menunjukkan jumlah daya tampung peserta didik baru yang dapat diterima 

oleh masing-masing SMA Negeri di Kota Palembang,  Rombongan belajar (rombel) yaitu 

jumlah kelas yang ada di sekolah tersebut, setiap sekolah rombelnya berbeda disesuaikan 

dengan kondisi sekolah masing-masing, pada SMA Negeri 22 Kota Palembang terdiri 9 

(Sembilan) rombel, 1 Rombel yang berisi 36 (tiga puluh enam) siswa. 

Berdasarkan kenyataan bahwa terjadi ketidakseimbangan kuota daya tampung di 

SMA Negeri 22 Kota Palembang yakni hanya 324 (Tiga ratus dua puluh empat) saja, kuota 

ini masih kurang karena tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mendaftar ke SMA 

Negeri 22 yaitu sebesar 459 (Empat ratus lima puluh Sembilan) siswa, berarti ada 135 

(Seratus Tiga Puluh Lima) siswa yang mendaftar di SMA Negeri 22 dinyatakan tidak lulus 

ke sekolah tersebut, Selain itu jika dilihat dari Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) SMA Negeri 22 Kota Palembang jadwal sosialisasi tersebut cukup singkat 

yakni dari tanggal 29 April 2019 sampai dengan 02 Mei 2019 saja menyebabkan masih 

adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui mekanisme penerimaan siswa baru jalur 

sistem zonasi tersebut, dilihat dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk melihat Kinerja Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 22 Kota Palembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Kinerja Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 22  di Kota Palembang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

         Untuk Mengetahui Kinerja Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 22 di Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 

1. Secara Teoritis 

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya 

Implementasi Kebijakan  Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Kota Palembang. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan terkhusus dalam 

kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 22 Kota Palembang. 

b. Bagi Pemerintah 

Manfaat bagi pemerintah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

sehingga memberikan bahan evaluasi bagi pemerintah terkait penyelenggaraan Kebijakan 

Sistem Zonasi 
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